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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan 

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 

Penggerak Swadaya Masyarakat mengamanatkan kewajiban 

memberikan pelatihan bagi Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya 

Masyarakat guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, baik 

Pelatihan Fungsional maupun Pelatihan Teknis di samping program 

pengembangan kompetensi lainnya. Dalam pelatihan dasar ini para 

peserta dibekali pengetahuan terkait dengan tugas seorang 

Penggerak Swadaya Masyarakat dalam melakukan penggerakan 

masyarakat. Penggerakan masyarakat tersebut dilakukan untuk 

pemberdayaan Masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan dan 

pendampingan 

Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, 

melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan 

komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan 

pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat 

yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing. Pendampingan 

dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan 

klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan 

berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, 

serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, 

lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha 

memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam 
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proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara 

berkelanjutan dapat diwujudkan. 

Berdasarkan pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, yaitu: 

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM 

Desa; 

2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan; 

3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sebagai salah satu kemandirian Desa adalah adanya peningkatan 

nilai PADes. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa serta 

meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, Desa dapat mendirikan BUM Desa. Peningkatkan 

Kontribusi PADes ditentukan oleh keberhasilan usaha BUM Desa. 

Dalam rangka mendukung keberhasilan usaha BUM Desa, maka 

Provinsi Jawa Timur memberikan stimulant Bantuan Keuangan 

Khusus Pemberdayaan BUM Desa di Tahun 2023 kepada 7 (tujuh) 

BUM Desa di Kabupaten Tulungagung. Ketujuh BUM Desa tersebut 

yaitu BUM Desa Bangunjaya, BUM Desa Cakra Usaha Tapan, BUM 

Desa Sejahtera Bersama Ngunut, BUM Desa Umbul Makmur 

Sumberdadap, BUM Desa Pule Berkah Pulerejo, BUM Desa Banaran 

Sakti Banaran dan BUM Desa Amanah Jarakan. Pelaksanaan BKK 

Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur telah diatur dalam 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 

Pelaksanaan Program BKK Pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten 

Tulungagung belum sesuai agenda dan target pelaksanaan yang 

ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 
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Jawa Timur. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi pendampingan 

pelaksanaan Program Program BKK Pemberdayaan BUM Desa 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Kabupaten Tulungagung 

B. TUJUAN DAN MANFAAT  

1. Tujuan 

a. Tujuan umum 

Sebagai salah satu syarat penentuan kelulusan pelatihan dasar 

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Angkatan 

X Tahun 2023. 

b. Tujuan khusus 

Tercapainya standar kompetensi jabatan fungsional Penggerak 

Swadaya Masyarakat Ahli Pertama khususnya identifikasi 

kebutuhan pendampingan masyarakat 

2. Manfaat  

a. Manfaat Bagi Penulis  

Penulis mampu mengidentifikasi kebutuhan penggerakan sesuai 

dengan gas dan fungsi sebagai Penggerak Swadaya 

Masyarakat.  

b. Manfaat Bagi Organisasi  

Pendampingan yang dilaksanakan oleh instansi akan tepat 

sasaran baik sasaran peserta, lokasi, dan waktu pelaksanaan 

sehingga menjadi sebuah impelmentasi perwujudan dari visi 

dan misi instansi serta memberikan kontribusi dalam 

penyelesaiaan tugas secara efektif dan efisien 

c. Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan pendampingan yang tepat sasaran kepada BUM 

Desa yang memiliki kendala dalam pelaksanaan Program BKK 

Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur 
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C. SASARAN PENGGERAKAN  

Pemerintah Desa dan BUM Desa Penerima Program Bantuan 

Keuangan Khusus Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2023 di Kabupaten Tulungagung 

D. OUTPUT DAN OUTCOME 

Output dari kegiatan identifikasi pendampingan yang dilakukan 

adalah terlaksananya Pendampingan Pelaksanaan Program Bantuan 

Keuangan Khusus Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2023 di Kabupaten Tulungagung, sedangkan Outcome yang 

dihasilkan yaitu percepatan pelaksanaan Program Bantuan Keuangan 

Khusus Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di 

Kabupaten Tulungagung 

.
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BAB II  

DESKRIPSI KEBUTUHAN PENGGERAKAN 

 

A. PROFIL LOKASI SASARAN 

Desa Kaliwungu adalah salah satu Desa di Kecamatan Ngunut, 

Kabupaten Tulungagung. Desa Ini terletak di sebelah timur Kota 

Tulungagung, dengan luas wilayah 175 Ha. Jarak dari pusat 

pemerintahan kecamatan terdekat sekitar ± 1 km, dan jarak ke ibu 

kota kabupaten/ kota terdekat sekitar ± 13 km. Batas – batas wilayah 

desa Kaliwungu sebelah Utara berbatasan dengan sungai Brantas. 

Batas sebelah Timur adalah desa Buntaran. Batas sebelah Selatan 

adalah desa Gilang. Batas sebelah Barat adalah desa Ngunut. Jumlah 

penduduk Desa Kaliwungu sebanyak 5.240 jiwa yang tersebar di 2 

Dusun (Dusun Krajan dan, Dusun Umbut Sewu), 8 RW dan 22 RT. 

Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 2.602 jiwa dan perempuan 

2.638 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) 

tahun terakhir 5,9 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 107 jiwa/km2. 

Melihat dari letak Desa Kaliwungu yang berada di Sekitar pusat 

keramaian Kecamatan Ngunut ternyata tingkat perekonomian 

masyarakat Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung, adalah menengah ke bawah, bukan termasuk 

masyarakat kaya raya, serba kecukupan dan mewah dalam 

perekonomian. Pola pembangunan lahan di Desa Kaliwungu lebih 

didominasi oleh kegiatan home industry yaitu alat-alat dapur.  

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Desa Kaliwungu, 

maka pada tahun 2016 dibentuklah BUM Desa Sejahtera Bersama 

Kaliwungu. BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu juga merupakan 

BUM Desa yang sudah memiliki sertifikat badan hukum sesuai dengan 

amanat Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021. Unit usaha yang 

dikembangkan oleh BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu meliputi 

Unit Pembibitan dan Budidaya Kambing, Pengelolaan Sampah, Unit 
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Usaha PPOB, Unit Usaha Dagang Spotmart, Unit Usaha Area Futsal, 

Unit Usaha Pasar Wage Kaliwungu dan Unit Usaha Wifi Desa. Pada 

tahun 2023, BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu memperoleh 

stimulan untuk pengembangan usaha melalui Bantuan Keuangan 

Khusus (BKK) Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 

2023. Adapun tahapan dalam pelaksanaan program BKK 

Pemberdayaan BUM Desa tersebut melalui e-proposal, e-pencairan, 

e-spj dan e-monev pada aplikasi Data Desa Center (DDC) Provinsi 

Jawa Timur.  

 

B. KONDISI SEKARANG 

Dalam pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Kabupaten Tulungagung, ada 

beberapa kondisi yang terjadi meliputi : 

1. BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu masih dalam progress 

persetujuan e-proposal 

2. BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu belum melakukan 

tahapan pencairan baik tahapan melalui aplikasi e-pencairan dan 

penyusunan dokumen pencairan yang harus dikirimkan ke Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 

3. Berkas dokumen pencairan BKK Pemberdayaan BUM Desa 

masih belum lengkap 

 

C. KONDISI IDEAL 

Pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi 

Jawa Timur   melalui 4 Tahapan yaitu e-proposal, e-pencairan, e-spj 

dan e-monev pada aplikasi Data Desa Center (DDC) Provinsi Jawa 

Timur. Adapun target pelaksanaan tahapan program BKK 

Pemberdayaan BUM Desa yakni: 

1. E-Proposal  : April 2023 

2. E-Pencairan  : Juni 2023 
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3. E-SPJ  : Oktober 2023 

4. 4. E-Monev   : Desember 2023 

Berdasarkan target tersebut, maka pada bulan September 2023 ini 

seharusnya BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu sudah 

melakukan tahapan e-pencairan dan mengirimkan dokumen pencairan 

ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan Peratiran Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023, 

Pemerintah Desa membuat Dokumen Pencairan dan mengunggah di 

DDC pada laman (https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id) (E-

Pencairan) BKK BUM Desa serta mengirim hard copy. Adapun 

Dokumen pencairan dana BKK Pemberdayaan BUM Desa dibuat 

rangkap 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi 

Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Provinsi Jawa Timur berupa:  

1. Surat Permohonan Pencairan Kepada Gubernur Jawa Timur dari 

Kepala Desa, sesuai BKK-BUM Desa yang telah ditetapkan 

2. Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa 

3. Fotokopi rekening kas desa pada Bank Jatim atau Bank 

Pemerintah lainnya yang dulegalisir dan dilampiri Surat Pernyataan 

Kepala Desa tentang rekening resmi Pemerintah Desa 

4. Fotokopi KTP Kelapa Desa dan Bendahara Dessa/Kaur Keungan 

Desa, dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku 

5. Fotokopi Perdes Pendirian BUM Desa 

6. Fotokopi Sertifikat Badan Hukum BUM Desa (Administrasi Hukum 

Umum/AHU) 

7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola BUM 

Desa dan SK Direktur BUM Desa 

8. Fotokopi Dokumen APBDes/PAPBDesa, sebagai bukti bahwa BKK 

BUM Desa telah masuk kedalam dokumen penganggaran desa 

9. Rencana Anggaran Biaya penggunaan BKK BUM Desa 

10. Jadwal rencana kegiatan pelaksanaan BKK BUM Desa 

https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/
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BAB III  

ANALISIS DAN PRIORITAS KEBUTUHAN 

 

A. IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH 

Tabel 1: Daftar Informasi Potensi Dan Masalah 

No Unsur Yang 

Berpotensi 

Keadaan 

Sekarang 

Keadaan Yang 

Diinginkan 

Masalah 

1. Laporan 

Tahunan BUM 

Desa 

Pelaporan BUM 

Desa di 

Kabupaten 

Tulungagung 

masih 55% 

Seluruh BUM 

Desa di 

Kabupaten 

Tulungagung 

melakukan 

Pelaporan 

Tahunan 

Kompetensi SDM 

Pengurus BUM 

Desa belum 

maksimal dalam 

menyusun 

Laporan 

Tahunan 

2. Pendaftaran 

Badan Hukum 

BUM Desa 

Jumlah BUM 

Desa yang 

memiliki 

Sertifikat Badan 

Hukum di 

Kabupaten 

Tulungagung 

sebanyak 199 

BUM Desa 

BUM Desa 

yang memiliki 

Sertifikat Badan 

Hukum di 

Kabupaten 

Tulungagung 

sebanyak 257 

BUM Desa 

Penyusunan 

berkas 

pendaftaran 

Badan Hukum 

masih ditemui 

banyak 

kesalahan 

3. BKK 

Pemberdayaan 

BUM Desa 

Tahapan 

pelaksanaan 

BKK 

Pemberdayaan 

BUM Desa 

tidak sesuai 

target agenda 

Program BKK 

Pemberdayaan 

BUM Desa 

dapat 

dilaksanakan 

sesuai target 

penjadwalan 

Progress 

penyelesaian 

tahapan program 

BKK 

Pemberdayaan 

BUM Desa oleh 

Pengurus BUM 
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dari Provinsi 

Jawa Timur  

dari Provinsi 

Jawa Timur 

Desa masih 

lambat  

 

B. PENENTUAN PRIORITAS PENGGERAKAN 

Tabel 2 : Matrik Dan Analisis Masalah 

No Inventarisasi Masalah Urgen 

(U) 

Serious 

(S) 

Growth 

(G) 

Total Rangking 

  

1. Kompetensi SDM 

Pengurus BUM Desa 

belum maksimal dalam 

menyusun Laporan 

Tahunan 

4 4 4 12 2 

2. Penyusunan berkas 

pendaftaran Badan 

Hukum masih ditemui 

banyak kesalahan 

4 3 3 10 3 

3 Progress penyelesaian 

tahapan program BKK 

Pemberdayaan BUM 

Desa oleh Pengurus 

BUM Desa masih 

lambat  

5 5 4 14 1 
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C. PERUMUSAN KEGIATAN PENGGERAKAN 

Tabel 3 : Identifikasi Alternatif Kegiatan Pemecahan Masalah 

No Prioritas Masalah Yang Akan 

Dipecahkan 

No Alternatif Kegiatan Pemecahan 

Masalah 

1. 1. 

  

Progress penyelesaian tahapan 

program BKK Pemberdayaan 

BUM Desa oleh Pengurus BUM 

Desa masih lambat 

1. 

  

 

Identifikasi Kebutuhan 

Pendampingan Pelaksanaan 

Program BKK Pemberdayaan 

BUM Desa di Desa Kaliwungu  

 

Berdasarkan  hasil inventarisasi masalah dan Analisa prioritas 

masalah yang akan dipecahkan, maka ditetapkan prioritas masalah 

yang ada yaitu  progress penyelesaian tahapan program BKK 

Pemberdayaan BUM Desa oleh Pengurus BUM Desa masih lambat. 

Oleh karena itu, perumusan kegiatan penggerakan yang perlu 

dilakukan yaitu “Identifikasi Kebutuhan Pendampingan 

Pelaksanaan Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2023 di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, 

Kabupaten Tulungagung”
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BAB IV  

PENYUSUNAN LANGKAH-LANGKAH PENGGERAKAN 

 

A. TAHAPAN KEGIATAN 

Tabel 4 : Tahapan Kegiatan 

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Stakeholder/ 

Pemangku 

Kepentingan 

Peran 

1 Persiapan a. Melakukan 

konsultasi dengan 

Mentor 

Hasil 

Konsultasi/Dokumentasi 

Kepala Bidang 

PUED DPMD 

Tulungagung 

Memberikan bimbingan dan 

konsultasi 

  b. Pembuatan Surat 

Perintah Tugas 

(SPT) 

Surat Perintah Tugas 

(SPT) 

Kepala DPMD 

Tulungagung 

Memberikan izin 

pelaksanakan tugas 

  c. Menyiapkan 

pedoman 

wawancara 

Naskah pedoman 

wawancara 

PSM Ahli Pertama Membuat naskah pedoman 

wawancara 

  d. Menyiapkan data Data PSM Ahli Pertama Melaksanakan persiapan 
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pendukung  data pendukung dalam 

identifikasi 

  e. Menyiapkan alat 

yang dibutuhkan 

dalam 

penggerakan 

Laptop, Handphone, 

ATK 

PSM Ahli Pertama Melaksanakan persiapan 

alat yang dibutuhkan dalam 

identifikasi 

  f. Mengatur Jadwal 

pelaksanaan 

identifikasi 

Jadwal Kegiatan PSM Ahli Pertama Melaksanakan pembuatan 

jadwal kegiatan identifikasi 

      

2 Pelaksanaan  a. Melakukan 

koordinasi dengan 

stakeholder terkait 

Kesesuaian jadwal 

pelaksanaan 

Pemerintah 

Desa/BUM Desa 

Memberikan waktu untuk 

pelaksanaan identifikasi 

  b. Melakukan 

pengumpulan data 

pendukung 

Data PSM Ahli Pertama Melaksanakan 

pengumpulan data 

pendukung 

  c. Melakukan 

wawancara 

Hasil wawancara PSM Ahli Pertama Melaksanakan wawancara 

dengan responden 
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  d. Mengolah data 

bahan identifikasi 

Analisis Identifikasi PSM Ahli Pertama Melakukan pengolahan 

data hasil identifikasi 

  e. Membuat laporan 

hasil identifikasi 

Laporan Identifikasi PSM Ahli Pertama Melakukan pelaporan hasil 

identifikasi 

      

3 Pengendalian a. Melakukan 

wawancara sesuai 

pedoman 

Hasil wawancara PSM Ahli 

Pertama/Pemerintah 

Desa/BUM Desa 

Pelaksana kegiatan 

identifikasi dan target group 

identifikasi 

  b. Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi hasil 

wawancara 

Evaluasi hasil 

wawancara 

PSM Ahli Pertama Pelaksana kegiatan 

identifikasi 
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B. JADWAL KEGIATAN 

Tabel 5 : Jadwal Kegiatan 

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan 

1 Persiapan a. Melakukan 

konsultasi dengan 

Mentor 

07 September – 10 Oktober 2023 Kantor DPMD Tulungagung 

  b. Pembuatan Surat 

Perintah Tugas 

(SPT) 

08 September 2023 Kantor DPMD Tulungagung 

  c. Menyiapkan 

pedoman 

wawancara 

11 – 12 September 2023 Kantor DPMD Tulungagung 

  d. Menyiapkan data 

pendukung  

13 – 14 September 2023 Kantor DPMD Tulungagung 

  e. Menyiapkan alat 

yang dibutuhkan 

dalam penggerakan 

15 September 2023 Kantor DPMD Tulungagung 

  f. Mengatur Jadwal 15 September 2023 Kantor DPMD Tulungagung 
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pelaksanaan 

identifikasi 

     

2 Pelaksanaan  a. Melakukan 

koordinasi dengan 

stakeholder terkait 

15 September 2023 Kantor DPMD Tulungagung 

  b. Melakukan 

pengumpulan data 

pendukung 

18 – 19 September 2023 Kantor DPMD Tulungagung 

  c. Melakukan 

wawancara 

20 - 21 September 2023 Desa Lokasi Penerima BKK 

  d. Mengolah data 

bahan identifikasi 

22 - 26 September 2023 Kantor DPMD Tulungagung 

  e. Membuat laporan 

hasil identifikasi 

27 September – 04 Oktober 2023 Kantor DPMD Tulungagung 

     

3 Pengendalian a. Melakukan 

wawancara sesuai 

20 - 21 September 2023 Desa Lokasi Penerima BKK 
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pedoman 

  b. Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi hasil 

wawancara 

05 – 06 Oktober 2023 Kantor DPMD Tulungagung 
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C. PERKIRAAN KENDALA DAN ANTISIPASI  

Tabel 6 : Perkiraan Kendala dan Antisipasi 

No. Kendala  Antisipasi  

1 Koordinasi dengan atasan 

terkendala karena Dinas Luar 

Melakukan koordinasi dengan mentor 

melalui media komunikasi 

2 BUM Desa memberikan 

informasi yang kurang jelas 

Penggalian informasi yang lebih detail 

3 Jadwal kegiatan tidak sesuai 

dengan rencana  

Koordinasi langsung dengan 

responden sebelum melakukan 

identifikasi 
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BAB V  

IMPLEMENTASI AKSI PENGGERAKAN 

 

A. HASIL IMPLEMENTASI PENGGERAKAN 

Tabel 7 : Hasil Kegiatan 

1 Kegiatan Persiapan  

Tahapan Kegiatan a : Melakukan Konsultasi dengan Mentor 

Konsultasi dengan Mentor dilakukan dalam rangka persiapan sebelum 

melaksanakan identifikasi kebutuhan pendampingan. Kegiatan ini 

dilakukan pada tanggal 08 September 2023. Pada tahapan ini, dilakukan 

koordinasi terkait subjek identifikasi, konsep pedoman wawancara dan 

waktu pelaksanaan penggalian data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Output: Rekomendasi dan dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku mentor yang 

memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan implementasi 

penggerakan 

Tahapan Kegiatan b : Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) 

Surat Perintah Tugas (SPT) dibuat untuk memberikan arahan atau 

instruksi kepad pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal 

ini, SPT yang dibuat per tanggal 08 September 2023 yang berkaitan 

dengan kegiatan implementasi penggerakan masyarakat dalam rangka 

“Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan 

Keuangan Khusus Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi 
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Jawa Timur Tahun 2023 di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut” 

sebagai rangkaian Pelatihan Dasar JF PSM Angkatan X Tahun 2023. SPT 

tersebut menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melaksanakan 

seluruh rangkaian kegiatan identifikasi kebutuhan pendampingan. 

Output: Surat Tugas Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pendampingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

Kepala DPMD Tulungagung selaku pimpinan tertinggi unit kerja yang 

memberikan izin pelaksanaan kegiatan identifikasi 

Tahapan Kegiatan c : Mengatur Jadwal pelaksanaan identifikasi 

Pada tahap ini, penulis melaksanakan kegiatan pengaturan jadwal 

pelaksanaan identifikasi. Pelaksanaan identifikasi dijadwalkan lebih cepat 

dengan harapan ada tindak lanjut pendampingan kepada Desa Kaliwungu 

untuk mengejar keterlambatan pelaksanaan program. 

Output: Jadwal Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku mentor yang 
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memberikan arahan dan rekomendasi jadwal pelaksanaan kegiatan 

identifikasi di lapangan 

Tahapan Kegiatan d : Menyiapkan pedoman wawancara  

Pada tahap ini, penulis menyusun butir-butir pertanyaan yang akan 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan 

subjek penggerakan. Naskah pedoman wawancara dibuat sebanyak 4 

(empat) jenis yang mana akan digunakan untuk melakukan wawancara 

dengan Kepala Desa, Bendahara Desa, Pengawas BUM Desa dan 

Pengurus BUM Desa. Pertanyaan – pertanyaan yang ada di naskah 

pedoman wawancara ini juga dikonsultasikan kepada mentor dan coach 

untuk memberi arahan atau masukan – masukan tertentu. Kegiatan ini 

dilakukan pada tanggal 08 – 11 September 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output: Naskah pedoman wawancara 
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Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

- Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku mentor yang 
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memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan penyusunan 

pertanyaan – pertanyaan wawancara 

- Ibu Eka Prasetya selaku coach pada Puslat ASN Kemendesa untuk 

kegiatan implementasi penggerakan masyarakat yang memberikan 

rekomendasi pembuatan pedoman wawancara 

Tahapan Kegiatan e : Menyiapkan data pendukung 

Dalam menyiapkan data pendukung, penulis membuat list data apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai data pendukung kegiatan identifikasi 

kebutuhan. Kegiatan dilakukan pada tanggal 11 September 2023. List 

data tersebut nantinya sebagai dasar dan ceklist dalam mengumpulkan 

data pendukung. Adapun daftar data-data yang dijadikan sebagai data 

pendukung yaitu Rencana Pengembangan Usaha, Rencana Anggaran 

Biaya (RAB), SK Pengurus BUM Desa, SK Bendahara Desa, Rekapitulasi 

Progress Program BKK Pemberdayaan BUM Desa, Ceklist Berkas 

Pencairan. 

Output: Tabel Ceklist Data Pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

PSM Ahli Muda sebagai rekan kerja di bidang PUED yang mengkoordinir 

kegiatan BKK Pemberdayaan BUM Desa dan memberikan rekomendasi 

data pendukung yang diperlukan untuk identifikasi 

Tahapan Kegiatan f : Menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam 

penggerakan 
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Pada tahap ini, penulis menyiapkan berbagai alat yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan penggerakan seperti ATK, berkas-berkas dan alat 

komunikasi. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11 September 2023. 

Adapun berkas yang dipersiapkan guna keperluan melakukan identifikasi 

di lapangan meliputi SPT, pedoman wawancara dan dokumen/data 

pendukung. 

Output: ATK, Berkas, Handphone, Laptop 

 

 

 

 

 

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

Bidang PUED yang berperan mendukung kebutuhan ATK untuk persiapan 

berkas 

2 Kegiatan Pelaksanaan  

Tahapan Kegiatan a : Melakukan koordinasi dengan stakeholder 

terkait 

Melakukan koordinasi langsung dengan mentor untuk melaksanakan 

kegiatan wawancara diwaktu yang telah dijadwalkan. Melakukan 

koordinasi dengan pengurus BUM Desa dan Bendahara BUM Desa untuk 

kesediaan diwawancarai terkait pelaksanaan program BKK 

Pemberdayaan BUM Desa yang diterima Desa Kaliwungu. Kegiatan ini 

dilakukan selama pelaksanaan penggalian informasi berlangsung yaitu 

mulai 11 – 14 September 2023. 

Output: Kesesuaian jadwal dan kesediaan waktu 

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

- Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku mentor yang 

berperan untuk memberikan arahan dan izin pelaksanaan wawancara 

- Pengurus BUM Desa selaku sumber identifikasi yang memberikan 
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kesediaan waktu untuk diwawancarai 

- Kepala Desa Kaliwungu selaku sumber identifikasi yang memberikan 

kesediaan waktu untuk diwawancarai 

- Bendahara Desa selaku sumber identifikasi yang memberikan 

kesediaan waktu untuk diwawancarai 

- Pengawas BUM Desa selaku sumber identifikasi yang memberikan 

kesediaan waktu untuk diwawancarai 

Tahapan Kegiatan b : Melakukan pengumpulan data pendukung  

Tahap pengumpulan data pendukung dilakukan untuk menghimpun data-

data atau dokumen yang berkaitan dengan progress pelaksanaan 

program BKK Pemberdayaan BUM Desa oleh Desa Kaliwungu. Kegiatan 

dilakukan selama tanggal 11 – 12 September 2023. Data pendukung yang 

telah dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar analisis dalam 

identifikasi kebutuhan pendampingan. Selain itu, data tersebut juga 

dijadikan bahan pendukung saat melakukan pengumpulan data melalui 

teknik wawancara dengan objek identifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output: Rencana Pengembangan Usaha, Rencana Anggaran Biaya 

(RAB), SK Pengurus BUM Desa, SK Bendahara Desa, Rekapitulasi 

Progress Program BKK Pemberdayaan BUM Desa, Ceklist Berkas 

Pencairan  

1. Rencana Pengembangan Usaha 
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2. Rencana Anggaran Biaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SK Pengurus BUM Desa 
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4. SK Bendahara Desa 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rekapitulasi Progress Program BKK Pemberdayaan BUM Desa 

 

 

 

 

 

6. Ceklist Berkas Pencairan 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

PSM Ahli Muda selaku rekan kerja di Bidang PUED dan verifikator 

program tingkat Kabupaten yang memberikan dukungan kecukupan data  

Tahapan Kegiatan c : Melakukan wawancara  

Pada tahap ini, penulis melakukan penggalian informasi menggunakan 
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Teknik wawancara. Wawancara dimaksud dilakukan dengan beberapa 

objek identifikasi yakni Kepala Desa, Bendahara Desa, Pengawas BUM 

Desa dan Pengurus BUM Desa. Proses wawancara dilakukan dalam 

beberapa tahapan menyesuaikan waktu dan kesediaan dari objek 

identifikasi untuk diwawancarai. Adapun proses wawancara ini dilakukan 

selama 12 – 14 September yang bertempat di Kantor DPMD Kabupaten 

Tulugagung dan Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut. 

Output: Dokumentasi dan hasil wawancara/notulensi (terlampir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

- Pengurus BUM Desa selaku sumber informasi dalam kegiatan 

wawancara pada pelaksanaan identifikasi  

- Kepala Desa Kaliwungu selaku sumber informasi dalam kegiatan 

wawancara pada pelaksanaan identifikasi  
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- Bendahara Desa selaku sumber informasi dalam kegiatan wawancara 

pada pelaksanaan identifikasi  

- Pengawas BUM Desa selaku sumber informasi dalam kegiatan 

wawancara pada pelaksanaan identifikasi 

Tahapan Kegiatan d : Mengolah data bahan identifikasi 

Dalam tahap pengolahan data ini, dilakukan kodensasi data. Pada tahap 

ini penulis melakukan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstrasikan dan mentransformasikan data yang diperoleh dari 

catatan lapangan secara tertulis. Kegiatan pengolahan data ini dilakukan 

selama tanggal 13 – 15 September 2023. Dalam mengolah data, penulis 

membuat transkrip wawancara kemudian merelevansi dengan materi dan 

kata kunci terkait data yang diperoleh dari hasil wawancara. 

Output: Hasil Analisis Data Identifikasi (terlampir) 

Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku mentor yang berperan 

dalam memberikan rekomendasi analisis data 

Tahapan Kegiatan e : Membuat laporan hasil identifikasi 

Laporan hasil identifikasi dibuat setelah penulis melakukan rangkaian 

kegiatan mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan 

analisis data yang dilakukan pada tanggal 18 September 2023. Laporan 

tersebut sebagai bentuk bukti pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan 

kepada atasan. Laporan yang dibuat berisi latar belakang, tujuan, rincian 

kegiatan dan hasil dari pelaksanaan identifikasi. 

 

 

Output: Laporan Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pendampingan 
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Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku atasan yang 

mengkoordinir dan pengambil kebijakan terkait kegiatan pemberdayaan 

usaha ekonomi desa  

Tahapan Kegiatan f : Melakukan pendampingan administrasi 

penyusunan dokumen pencairan 

Pendampingan administrasi penyusunan dokumen pencairan merupakan 

tahapan pelaksanaan tambahan setelah dilakukannya identifikasi 

kebutuhan pendampingan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk fasilitasi 

percepatan penyusunan dokumen pencairan dana Bantuan Keuangan 

Khusus (BKK) Pemberdayaan yang diterima oleh BUM Desa Sejahtera 

Bersama Kaliwungu. Pada tahap ini, pendampingan dilakukan secara 

langsung dan melalui media komunikasi seperti whatsapp. Pada kegiatan 

ini, penulis memberikan bantuan kepada BUM Desa terkait kesulitan-

kesulitan dalam penyusunan kelengkapan dokumen pencairan seperti 

format Peraturan Desa Tambahan Penyertaan Modal, penyusunan 

neraca, rencana pelaksanaan kegiatan, rencana pengembangan usaha, 

dll. Selain itu juga dilakukan verifikasi berkas-berkas pencairan sebelum 

diajukan dan dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Provinsi Jawa Timur.  

 

Output: Dokumentasi dan Ceklist Verifikasi Dokumen Pencairan 
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Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

- Kepala Bidang PUED selaku atasan yang mengkoordinir dan 

memberikan disposis tugas pelaksanaan pendampingan 

- PSM Ahli Muda selaku rekan kerja di bidang PUED DPMD 

Tulungagung sebagai tim pelaksana pendampingan penyusunan 

dokumen pencairan serta verifikator kabupaten 

- Pengurus BUM Desa selaku target pendampingan pelaksanaan BKK 

Pemberdayaan BUM Desa di Desa Kaliwungu  

3 Kegiatan Pengendalian  

Tahapan Kegiatan a : Melakukan wawancara sesuai pedoman 

Kegiatan pengendalian ini dilakukan pada saat wawancara berlangsung 

yaitu selama tanggal 12 – 14 September 2023. Pada tahap kegiatan ini, 

pelaksana identifikasi memastikan bahwa wawancara yang dilakukan 

terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat. 

Output: Hasil wawancara yang sesuai dengan pedoman 

Dengan adanya pengendalian pada saat melakukan wawancara maka 

dapat diperoleh hasil wawancara yang sesuai dengan pedoman. Semua 

informasi yang diinginkan dapat diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan 

yang disampaikan kepada informan. 
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Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

- Pengurus BUM Desa selaku sumber informasi dalam kegiatan 

wawancara pada pelaksanaan identifikasi  

- Kepala Desa Kaliwungu selaku sumber informasi dalam kegiatan 

wawancara pada pelaksanaan identifikasi  

- Bendahara Desa selaku sumber informasi dalam kegiatan wawancara 

pada pelaksanaan identifikasi  

- Pengawas BUM Desa selaku sumber informasi dalam kegiatan 

wawancara pada pelaksanaan identifikasi 

Tahapan Kegiatan b : Melakukan monitoring dan evaluasi hasil 

wawancara 

Pada tahap ini, dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan wawancara 

dengan melakukan monitoring dan evaluasi hasil wawancara. Kegiatan ini 

dilakukan selama tanggal 13 – 15 September 2023. Kegiatan tersebut 

dilakukan melalui ceklist monitoring pasca wawancara identifikasi. Ceklist 

tersebut berisikan indikator – indikator pengendalian setelah melakukan 

wawancara mulai dari pengolahan data higga pelaporan. 

 

 

 

 

 

 

Output: Ceklist Monitoring Pasca Wawancara 
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Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya: 

Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku mentor yang berperan 

dalam memberikan arahan pada saat melakukan monitoring pasca 

wawancara melalui konsultasi 
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Rekomendasi Alternatif Hasil Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus 

Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten 

Tulungagung 

 

Tabel 8 : Rekomendasi Alternatif 

No. Alternatif Penyelesaian Stakeholder/ Para Pihak 

Terkait 

Hasil yang Diharapkan 

1.  Pendampingan Motivasi 

Pengurus BUM Desa 

- DPMD 

- PSM Ahli Pertama 

- PSM Ahli Muda 

- Pemerintah 

Kecamatan 

- Pemerintah Desa 

- Pengawas BUM Desa 

- TA-PM Kabupaten 

- TPP 

Peningkatan kesadaran pengurus BUM Desa untuk 

dapat segera menyelesaikan setiap tahapan dan 

mempercepat progress pelaksanaan program BKK 

Pemberdayaan BUM Desa dari yang masih pada 

tahap persetujuan proposal dapat meningkat 

menjadi pengajuan pencairan pada bulan 

September 2023 serta segera menyelesaikan ke 

tahap pencairan, realisasi dan pertanggungjawaban 

secepatnya 

2.  Pendampingan Teknis 

Input Anggaran pada 

Aplikasi Siskeudes 

- DPMD 

- PSM Ahli Pertama 

- PSM Ahli Muda 

Penyelesaian kendala kesalahan input data 

anggaran BKK Pemberdayaan BUM Desa pada 

aplikasi Siskeudes sehingga perubahan 
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No. Alternatif Penyelesaian Stakeholder/ Para Pihak 

Terkait 

Hasil yang Diharapkan 

- TA-PM Kabupaten 

- Pemerintah 

Kecamatan 

- TPP 

anggarannya dapat terlihat maksimal bulan 

September 2023 

3.  Pendampingan 

Administrasi Dokumen 

Pencairan 

- DPMD 

- PSM Ahli Pertama 

- PSM Ahli Muda 

- TA-PM Kabupaten 

Penyelesaian admnistrasi berkas-berkas pengajuan 

pencairan dana BKK Pemberdayaan BUM Desa 

pada bulan September 2023 

4.  Pendampingan Teknis 

Tahap Pencairan dan 

Realisasi Dana 

- DPMD 

- PSM Ahli Pertama 

- PSM Ahli Muda 

- TA-PM Kabupaten 

- TPP 

Teknis pencairan dan realisasi dana BKK 

Pemberdayaan BUM Desa dapat segera dilakukan 

serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

apabila dana sudah cair 

5.  Pendampingan 

Administrasi 

Pertanggungjawaban 

- DPMD 

- PSM Ahli Pertama 

- PSM Ahli Muda 

- TA-PM Kabupaten 

Penyusunan berkas - berkas pertanggungjawaban 

sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai jadwal 

dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah 

realisasi terselesaikan 
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B. REALISASI PELAKSANAAN 

Tabel 9 : Realisasi Pelaksanaan 

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Keterangan 

1 Persiapan a. Melakukan konsultasi 

dengan Mentor 

08 September 2023 Kantor DPMD 

Tulungagung 

 

  b. Pembuatan Surat Perintah 

Tugas (SPT) 

08 September 2023 Kantor DPMD 

Tulungagung 

 

  c. Mengatur Jadwal 

pelaksanaan identifikasi 

08 September 2023 Kantor DPMD 

Tulungagung 

 

  d. Menyiapkan pedoman 

wawancara 

08 – 11 September 

2023 

Kantor DPMD 

Tulungagung 

 

  e. Menyiapkan data 

pendukung  

11 September 2023 Kantor DPMD 

Tulungagung 

 

  f. Menyiapkan alat yang 

dibutuhkan dalam 

penggerakan 

11 September 2023 Kantor DPMD 

Tulungagung 
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No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Keterangan 

2 Pelaksanaan  a. Melakukan koordinasi 

dengan stakeholder terkait 

11 – 14 September 

2023 

Kantor DPMD 

Tulungagung 

 

  b. Melakukan pengumpulan 

data pendukung 

11 – 12 September 

2023 

Kantor DPMD 

Tulungagung 

 

  c. Melakukan wawancara 12 – 14 September 

2023 

- Kantor DPMD 

Tulungagung 

- Desa Kaliwungu 

 

  d. Mengolah data bahan 

identifikasi 

13 - 15 September 

2023 

Kantor DPMD 

Tulungagung 

 

  e. Membuat laporan hasil 

identifikasi 

18 September 2023 Kantor DPMD 

Tulungagung 

 

  f. Melaksanakan 

Pendampingan 

Administrasi Penyusunan 

Dokumen Pencairan 

20 – 25 September 

- Kantor DPMD 

Tulungagung 

- Desa Kaliwungu 

Kegiatan 

tambahan 
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No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Keterangan 

3 Pengendalian a. Melakukan wawancara 

sesuai pedoman 

12 – 14 September 

2023 

- Kantor DPMD 

Tulungagung 

- Desa Kaliwungu 

 

  b. Melakukan monitoring dan 

evaluasi hasil wawancara 

13 – 15 September 

2023 

Kantor DPMD 

Tulungagung 
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C. KENDALA DAN SOLUSI 

Tabel 10 : Kendala dan Solusi 

No Kendala  Solusi 

1 Informan memberikan 

informasi yang kurang jelas 

Mengulang pertanyaan, menggali 

informasi yang lebih detail dari 

informan, melakukan komunikasi 

secara terbuka sehingga informan 

dapat menyampaikan 

permasalahan yang perlu 

dipecahkan 

2 Informan terkadang lupa 

dengan data yang 

seharusnya diinformasikan 

dan                                                                                                                                                

kegiatan yang sudah pernah 

dilakukan seperti waktu 

pelaksanaan kegiatan, item 

barang yang dianggarkan 

Mengarahkan informan untuk 

mengingat kembali data yang 

seharusnya diinformasikan, 

membuka dan menggunakan data 

pendukung untuk mengarahkan 

dan mengingatkan informan dalam 

memberikan informasi 

3 Mengolah data hasil 

wawancara membutuhkan 

waktu yang cukup lama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mengidentifikasi data prioritas 

dengan menentukan kata kunci 

dan melakukan konsultasi dengan 

mentor 

 

D. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 

Identifikasi kebutuhan pendampingan masyarakat adalah langkah 

penting dalam merancang dan mengimplementasikan program atau 

kebijakan yang efektif. Ada beberapa faktor kunci yang mendukung 

kegiatan identifikasi kebutuhan pendampingan masyarakat tersebut 

sehingga dapat berhasil dan menghasilkan tindakan yang relevan, 

efektif, dan tepat sesuai sasaran untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang sebenarnya. Berikut adalah faktor-faktor kunci 
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keberhasilan dalam melakukan identifikasi kebutuhan pendampingan 

masyarakat: 

1. Partisipasi Aktif Pengelola Program BKK Pemberdayaan BUM 

Desa di Desa Kaliwungu 

Pengelola Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2023 di Desa Kaliwungu yaitu Pemerintah Desa dan 

BUM Desa. Pemerintah Desa bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran biaya operasional serta BUM 

Desa bertanggungjawab atas kegiatan dan anggaran 

pengembangan usaha. Dalam hal ini, pengelola program terlibat 

secara aktif dalam proses identifikasi dengan memberikan 

informasi dan mengungkapkan dengan jelas kendala yang mereka 

hadapi. 

2. Analisis Kebutuhan Pendampingan Berbasis Data 

Kegiatan identifikasi dilakukan dengan menggunakan data yang 

akurat dan relevan sebagai dasar untuk analisis kebutuhan 

pendampingan yang dibutuhkan oleh Desa Kaliwungu. Data 

tersebut berasal dari penggalian informasi, hasil wawancara dan 

data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Koordinasi Antar Sektor dan Pihak Terkait 

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai upaya yang 

dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan 

melalui kegiatan pendampingan. Koordinasi dilakukan kepada 

lingkup DPMD Kabupaten Tulungagung khususnya Bidang PUED, 

TA-PM Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, 

TPP. 

4. Komunikasi yang Efektif 

Membangun komunikasi yang efektif dengan informan saat 

melakukan penggalian data sehingga informan memahami 

informasi apa yang ingin digali dan terbuka dalam menyampaikan  
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permasalahan yang menyebabkan keterlambatan progress 

pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa di Desa Kaliwungu.  
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Implementasi Penggerakan Masyarakat ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan pendampingan pelaksanaan Program 

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan BUM Desa Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2023 yang diterima oleh Desa Kaliwungu, 

Kecamatan Ngunut. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah 

dilakukan, maka telah ditemukan bahwa kendala dalam pelaksanaan 

program yaitu administrasi BUM Desa yang belum lengkap, 

komunikasi antar pengurus kurang terjalin dengan baik, motivasi diri 

pengurus BUM Desa dalam menyelesaikan tahapan dan 

pengadministrasian masih kurang, adanya kendala teknis dan 

kesalahan terkait entri data anggaran BKK pada sistem aplikasi 

Siskuedes. 

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, terdapat 

beberapa alternatif penyelesaian dan rekomendasi yang dapat 

dilakukan melalui pendampingan masyarakat. Kegiatan 

pendampingan yang dapat dilakukan antara lain pendampingan 

motivasi kepada Pengurus BUM Desa, pendampingan administrasi 

penyusunan dokumen pencairan, pendampingan teknis penginputan 

anggaran pada aplikasi Siskeudes, pendampingan teknis tahap 

pencairan dan realisasi anggaran dan pendampingan administrasi 

pertanggungjawaban. Berbagai model pendampingan tersebut dapat 

dilakukan guna mempercepat progress tahapan pelaksanaan program 

BKK Pemberdayaan BUM Desa yang diterima oleh Desa Kaliwungu. 

Dengan demikian, diharapkan Desa kaliwungu dapat mengejar 

ketertinggalan serta dapat melaksanakan program sesuai dengan 

jadwal dan aturan yang berlaku. 
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B. RENCANA TINDAK LANJUT 

Tabel 11 : Rencana Tindak Lanjut 

No Kegiatan Perkiraan Pelaksanaan Stakeholder/ Para Pihak Terlibat 

1 Penyusunan Jadwal Pendampingan September 2023 DPMD (Bidang PUED, PSM Ahli Muda, 

PSM Ahli Pertama) 

2 Penentuan pendamping yang kompeten 

sesuai dengan jenis pendampingan yang 

ditetapkan 

September 2023 DPMD (Bidang PUED, PSM Ahli Muda, 

PSM Ahli Pertama) 

3 Pelaksanaan pendampingan sesuai 

dengan jadwal 

September s/d 

Desember 2023 

DPMD (Bidang PUED, PSM Ahli Muda, 

PSM Ahli Pertama), TAPM Kabupaten, 

Pemerintah Kecamatan, TPP 

4 Evaluasi kegiatan Pendampingan September s/d 

Desember 2023 (setiap 

selesai pelaksanaan 

kegiatan pendampingan) 

DPMD (Bidang PUED, PSM Ahli Muda, 

PSM Ahli Pertama) 

5 Pelestarian Program melalui berbagai 

jenis pelatihan dan pendampingan unit 

usaha pengelolaan sampah 

Tahun 2024 DPMD (Bidang PUED, PSM Ahli Muda, 

PSM Ahli Pertama), TAPM Kabupaten, 

Pemerintah Kecamatan, TPP 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Paraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha 

Milik Desa  

2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 

Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan, Dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Milik 

Usaha dan Badan Milik Usaha Bersama 

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur
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LAMPIRAN 
 

1. Surat Perintah Tugas 
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2. Pedoman Wawancara 
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3. Tabel Ceklist Data Pendukung 
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4. Jadwal Kegiatan 
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5. Rencana Pengembangan Usaha BUM Desa 
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6. Rencana Anggaran Biaya   
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7. SK Pengurus BUM Desa 
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8. SK Bendahara Desa 
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9. Rekapitulasi Progress Pencairan BKK 
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10. Ceklist Verifikasi Dokumen Pencairan 
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11. Notulensi Hasil Wawancara 
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12. Analisis Data Hasil Wawancara 
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13. Ceklist Pasca Wawancara 
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14. Laporan Identifikasi Kebutuhan Pendampingan 
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15. Ceklist Verifikasi Dokumen Pencairan (Final) 
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